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Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Terbudap Pelaksunaan Potosan
Pengadilun Yang Menjatubkan Pidana Perampasan Kemerdekaan
i Wilavah Hukum Pengadilan Negeri Padang (1dris, Nemeor BI'. 03140091,
Faboultas Huldaim Universitas Andalas, 54 halziman. 2007

Setiap putusan pengadilan yang telah dijatubkan oleb hakim di sidang
penpadilan dan memperoleh kekuatar hukun tetap harus sepera dilaksanakan oleb
jaksa scbapaimana mestinya dibawah pengowassan ketun penpadilan negeri
melalui hakim pengawas dan pengamat. Tujuan dari pengawasan dan pengamatan
terscbut adalah agar supaya pengadilan memperoleh xepastian babwa putusan
vang dijatubkan terhadap lerdakwa dapat dilaksanakan sebapimana mestinya.
Permasalahan  vang diangkat disim acdalah pelaksanpan pengawasan dan
peneamatan vang dilakukan oleh hakim pepagawas dan penpamat terhadap
pelaksanasn  pulusan  pengadilan vang  mematubklan prlana perampasan
kemerdekaan, kendala-kendalz yang ditemui oleh hakim pengawas dan pengamat
selama melakukan lupas pengawasan dan pengamalan serla upaya mengalasiny,
dan peranan hakim pengawas dan pengamal tethadap pembinaan narapidana di
lembaga pemasvarakatan, Dalam penelitian digunakan metode yuridis sesiologis
vakni dengan melibal teori-teart hukum kemudian membandingkan  dengan
pelaksanaannya i tenpoh masyarakat. Dsime penulis menelitt di lapangan
bagaimana peranan hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan
pengadilan vang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Sumber dala
penulis dapatkan dari penelitian pustaka dan penclitian lapangan. Penelitian
pustaka bersumber dan peraturan perunidang-undangan, buko-buky, majalab, dan
surat kabar, Penelitian lapanpan dilakukan dengan wawancara dan stweli dokumen.
Wawancara dilakukan dengan hakim pengawas dan pengamal itu sendiri dan
beberapa orang hakim lainnya serta panitera pendamping  vang  bertupas
mendampingt dan membantu hakim pengawas dan pengamal selama menjalankan
tugasnya. Dari hasil penelitian  didapat kesimpulan  bahwa  hal  mengenai
pengawasan dan  pengamatan  pelakssnaan putusan pengadilan oleh  hakim
pengawas dan pengamat  belum  terlaksang secara maksimal seperli vang
diamanatkan dalam  undemg-undang, Hakim pengawas dan pengamat dalam
melaksanakan  tugasnya  diganjar  oleh  berbagai  permasalaban.  Berbagai
permasalahan itu tidak bisa dilihat hanya dari sisi hakim pengawas dan pengamat
sendini tetapi sebaiknya  dilibal secara menveluruh wrutama davl sist ketentum
undang-undang yang mengatar vang terlibat masih kurang lengkap.



BAB I

PENDAHULUAXN

A, Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum yang baik adalah apabila sistem peradilan pidana
bekerja secara objekifl dan tidak bersilit memibak serta memperbatikan dan
mempertiimbangkan secara scksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam
masyarakal. Milai-nilai terscbut fampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap
setiap kebijakan kriminal yang telab dilaksanakan oleh aparatur penegak huk wim.

Sislem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor
& tohun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya discbut dengan KUHARP )
terdiri  atas  komponen  kepolisian,  kejaksaun, pengadilan, dan lembaga

pemasyvarakatan. Keempat komponon aparatur penegak hukum tersebut memiliki

hubungan yang sangat eral salu sama  lain,  bekerjusama  dalam  rangka
mewujudkan kongepsi peradilan pidana yany terpudu {foregrated ceimingl justice
spstem). Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan. diperkirakan
akani terdapat tiga kerugian sebagal berikur”
a. kesukaran  dalam  menilal  keberhasilan  masing-masing  instansi,
schubungan dengan tugas mercka bersama;
b, kesulitin dalam memecahkan masalah-masaiah pokok masing-masing

instansi;

Y Komli Atmasasmitz, the, Sivesr Peradilon Pidong Perspekny Elsirensialivme Dak
Ahedisionizme, Bina Cipta, him. 39

“ Murdjono Reksodipoctro seperti dikutip Rombi Atmasissola dilam bukunya, s, him.
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karena tangzung jawab masing-masing instanst sering kurang jelas terbagi,
maka seliap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifulas menyelurub
dari sistern peradilan pidana.

Salah sate bentuk keterpaduan dan kenasama antar komponen 1w antara

lain dalam hal pengawasan dan penpamalan pelaksanaan putusan pengadilan,

Dalam hal ini terkait di dalamnya tige kompenen sistem peradilan pidana yakm

kejuksuan, pengadilan, dan Jembaga pemasyarakatan. Pulusan pengadilan ving

telah dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan dan memperoleh kekuatan

hukum teiap harus segera dilaksakan oleh jaksa sehapaimana mestinya di bawah

pengawasan ketwa pengadilan negeri melalui hakim pengawas dan pengamat

selanjutnva disebut hakim wasmat), Pulusan pengadilan bare dapat dijalankan
i

atau dilaksanakan oleh jaksa apabila sudah mempunyal kekuatan hukum tetap.

maksudnva ?

d.

hakim

hila terpidana atau penuotul wmuom menerima putusan pengadilan negen
lersebur;

bila tenggang waklu untuk mengajukan handing telah lewat dan /atau tidak
diperzunakan;

bila mengajukan permohonan banding, tetapi sebelum ada  putusan
banding permohonan tersebut dicabut kemball;

bila terpidapa tidak mengsjukan permohonan grasi kepada  kepala
neparadpresiden.

Demi ketetapan yang bermanfast bagd pemidanaan & kemuwdian han,

wasmat mengadakan pengamatan terhadap perilaku narapidana ataupun

* Samidje, 1998, Responsi Hukuer Aearp Pidans, Araico, Bandung, him. 303
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BAL IV

PENUTLIP

A, Kesimpulan
1. Tugas pengawasan dan pengamatan pelaksanaun puiusan pengsadilan oleb
hakim wasmat i Penpadilan Meperi Padang  dilaksanakan  dengan
mendatangi alau melakukan kunjungan ke lembaga  pemasyarakatan
fchekking an the spot) setiap enam bulan sekali. Lakim wasmat melakukan
pengamatan terhadap fisik lembaga pemasyarskatan, mewawancanal
beberapa orang narapilana mengenal hal-hal yang dirsa perle demi
terlindunginys hak-hak narapidana tersebut. D setiap kunjungan it tidak
terhucap semua narapidana dilakukan wawaneara, tetapi hanya terhadap
lebily kurang dua puluh orang narapidana, pengawasan dan pengamalan
juga dilakukan hanya terhadap putusan-putusan pidana penjara vang
dijatuhkan melehibi  dari sata tahun, Hal ini disebabkan  karena
keterbatasan jumlah hakim wasmat yang tidak sebanding dengan jumlah
narapidana yaog scharusnya mendapat pengawasan dan pengamatan.,
Dalam melaksanakan  tugasnyva  hakim  wasmat  dapat  membenkan
musukan-masukan kepada petugas atau kepala lembaga pemasyarakatan
lentang cara-cara pembinaan yang lebih tepat, namun Jdi Pengadilan Negeri
Padang hal it sangat jarang terjadi. Hasil dart kegiatan penpawasan dan
pengamatan ity dicantumkan  dalam  sebuah  formulic laporan tugas
pelaksanaan pengawasan dan pengamatan hakim wasmal uniuk dilaporkan

cpada ketua poneadilan neecrd sebiap ahonnya, Betos Pengads CLCr
kepada ketua pengadil i Liaps lahunnya. Ketue Pengadilan Negeri
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